
PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2O2I

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPRD KABUPATEN REMBANG
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB

DEWAN PERWAKILAN RAKYA? DAERAH
KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan
tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi,
efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas

Mengingat : 1.

penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui
pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan
fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan
ketentuan peratura.n perundangan-undangan ;

bahwa dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang masih terdapat banyak
kekurangan sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 1 Tahun 2Arc tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Rembang;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai
Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 20ll tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai
Politik;

b.

c.

2.



3. undang-undang Nomor 23 Tahun 2ot4 tentang
Pemerintahan Daeratr (kmbaran Negara Repubhf
Indonesia Tahun ZOL4 Nomor 2{+, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia i,Io*or ssgz)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
19"e""_gndang-U1d*S Nomor 1 1 Tahun 2A2A tentang
9ipt" Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2o2o Nomor 245, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523h

Undang-Undang Nomor L Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan pemerintah pengganti undangr
lndang Nomor 1 Tahun 2or4 tentang pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Uenjadi Undang_
undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor s656) sebagaimana telah aiuuarr
beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor
10 Tahun 2arc tentang perubahan Kedua atas undang-
Undang Nomor l Tahun 2015 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang pemilihan Gubernui
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 130, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5898);

Undang-Undang Nomor Z Tahun ZOLT tentang
Pemilihan umum (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ot7 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2oo4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416l,;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan, pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4836) sebagaimana telah aiuuarr
beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah
Nomor 78 Tahun 2At2 tentang perubatran Keempat
atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun ZOOS
tentang Pemilihan, Pengesahan, pengangftatan dan
Pemberhentian Kepata Daerah dan wakii xepala Daerah
(I"embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2
Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Nomor 5344);

4.

5.

6.

7.



8. Peraturan Pemerintah Nomor 1g Tahun 2arc tentang
Perangkat pryrah (Iembaran Negara Repubtf
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1i+, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5gg7);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2olz tentangPembinaan den pengawasan penyelenggr"";
Pemerintahan Dlerah (Lembaran Negara dfrubfik
Indonesia Tahun zolr Nomor 73, Tamburr"r, km-baran
Negara Republik Indonesia Nomor 60a1);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 1g rahun zotr tentang
Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggod
Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah (Lembaran NJgara
Republik Indonesia Tahun 2olr Nomor 1o6, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 605Z);

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201g tentang
Pedoman PenJrusunan peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2018 Nomor 22, Tarrbahan L,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6197l;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 20lg tentang
Kerja Sama Daerah (lembaran Negara Repubd
Indonesia tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 62191;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2olg tentang
l,aporan dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan
Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol9 Nomor 52);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2org tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Iembaran Negari
Republik Indonesia Tahun zarc Nomor 42, Tatrrbarran
Irmbaran Negara Nomor 63221;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010
tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi pengawasan
Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah Terhadap Tindak
lanjut Hasil Pemeriksaan Badan pemeriksa Keuangan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 rahun 2o2o
tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daeratr
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun zozo Nomor
t78Ll;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun
2oL6 tentang Pembentuka' dan susunan perangkat
Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diu-bah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4
Tahun 2o2o tentang perubahan Atas peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor S Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan susunan perangkat Daerah
Kabupaten Rembang; (Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2A2A Nomor 4, Tambahan I"embaran
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 151);



Menetapkan

18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun
2Ol7 tentang Hak Keuangan dan Administrattf
Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Ralryat
Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Tahun ZOIZ Nomor 8, Tambahan
l.embaran Daerah Kabupaten Rernbang Nomor L2gl;

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN
RAITYAT DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA
TERTIB DEWAN PERIVAKILAN RAI'YAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan perwakilan
Rakyat Daerah Nomor I Tahun 2olg tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2019 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, sehingga pasar 23
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk
pengawasan terhadap:
a. pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati;
b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainyang terkait dengan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah; dan
c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan

laporan keuangan oleh BpK.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (U
dapat dilaksanakan melalui:
a. rapat kerja komisi dengan pemerintah Daerah;
b. kegiatan kunjungan kerja;
c. rapat dengar pendapat umum; dan
d. pengaduanmasyarakat.

{3} Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (U huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh
Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap
efektivitas pelaksanaan perda, peraturan Bupati, dan
pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang
lain.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat {3)dilaporkan kepada pimpinan DPRD dan diumumtan
dalam rapat paripurna.

(5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat
meminta klarilikasi atas temuan laporan hasil
pemeriksaan laporan keuangan kepada BpK.



2.

{6} Permintaan k!{ifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan
melalui surat Pimpinan DPRD kepada BpK.

Ketentuan Pada Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orgmg wakil
ketua.

(2) Pimpinan sebogaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik
berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.

(3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang
memperolah kursi terbanyak pertama di DPRD.

(a) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh
kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua
DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang
memperoleh suara terbanyak.

(5) Dalam hal terdapat lebih dari I (satu) partai potitik yang memperoleh
suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (41, penentuan
ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai
politik yang paling merata urutan pertama.

(6) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat {3}, wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DpRD
yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua,
ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.

(7) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DpRD
yang berasal dari partai poUtik yang memperoleh urutan suara terbanyak
kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua
DPRD.

(8) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat {5), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota OpnO
yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran su-ara paling
merata urutan kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah
wakil ketua DPRD.

Ketentuan Pada Pasal 61 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6L berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 61

(1) Pembagian ruang lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan baerah.

3.



(2) Komisi DPRD meliputi:
a. Komisi I;
b. Komisi II;
c. Komisi III; dan
d. Komisi IV.

{3} Pembagran ruang lingkup tugas Komisi sebagaimana dimaksud pad.a ayat
{1} adalah sebagai berikut:
a. Komisi I, bidang Hukum dan Pemerintahan meliputi:

1. Bupati dan Wakil Bupati;
2. Sekretariat DPRD;
3. Bagran Pemerintahan Setda;
4. Bagian Hukum Setda;
5. Bagran Umum Setda;
6. Bagian Protokol dan Komunikasi pimpinan Daerah setda;
7. Bagran Organisasi Setda;
8. Badan Kepegawaian Daerah;
9. Badan Kesatuan Bangsa dan politik;
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
1 1. Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika;
13. Dinas Lingkungan Hidup;
L4. Inspektorat Kabupaten Rembang;
15. Satuan Potsi Pamong Praja;dan
16. Kecamatan/ Keluratran dan Desa.

b. Komisi II, bidang Ekonomi dan Keuangan meliputi:
1. Bagran Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda;
2. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil

dan Menengah;
4. Dinas Penanaman Modal, pelayanan Terpadu satu pintu dan

Tenaga Kerja;
5. Dinas Pertanian dan Pangan;
6. Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
7. BUMD.

c. Komisi III, bidang Pembangunan meliputi:
1. Bagian Administrasi Pembangunan Setda;
2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman;
5. Dinas Perhubungan;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

d. Komisi IV, Bidang Kemasyarakatan meliputi:
1. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda;
2. BLUD RSUD dr. R. Sutrasno;
3. Dinas Kesehatan;
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
5. Dinas Pendidikan, pemuda dan Olah Raga;
6. Dinas Kebudayaan dan pariwisata; dan
7. Dinas Kearsipan dan perpustakaan.



{4) Ruang lingkup tugas untuk tiap-tiap Komisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) memperhatikan prinsip keseimbangan, pemerataan, kesaniaan,
keserasian dan keterkaitan.

(5) Dalam hal yang dianggap perlu untuk mencapai daya guna dan hasilguna dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang OpRO, pimpinan
DPRD dapat memutuskan untuk mengadakan p"ri,Urfr"rr' -"rrg"t.irincian pembidangan, dengan terlebih dahulu memperhatikan p"rra'"p*i
masing-masing Komisi.

4. Ketentuan Pada Pasat 106 ayat (2) diubah, sehingga pasal 106 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 106

Hari keda DPRD adalah hari senin sampai dengan Jumat.

Dalam hal tertentu dan dipandang perlu maka hari libur dapat
dipergunakan sebagai waktu rapat atas usulan pimpinan alat
kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.

Di luar ketentuan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), ditentukan oleh rapat yang bersangkutan, kecuali Badan
Musyawarah menetapkan yang lain.

semua jenis rapat dilakukan di Gedung DPRD, kecuali karena
kebutuhan dan keadaan daruat, rapat DPRD dapat dilaksanakan di
tempat lain yang ditentukan oleh pimpinan DPRD.

5. Ketentuan Pasal 159 diubah, sehingga Pasal 159 berbunyi sebagai berikut :

{l)

(2t

{3}

(4)

(1)

{21

Pasal 159

DPRD atau alat kelengkapan sebelum melaksanakan Konsultasi
mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua DPRD yang berisikan
latar belakang, maksud dan tujuan serta output yang akan dicapai.

Pengajuan permohonan ssfoegaimana yang dimaksud pada ayat (1),
harus ditandatangani oleh salah satu pimpinan alat kelengkapan.

setiap anggota DPRD atau alat kelengkapan dalam melaksanakan
Konsultasi berdasarkan Surat Perintah Tugas dari ketua DpRD setelah
berkoordinasi dengan unsur pimpinan lainnya.

Jika ketua DPRD berhalangan, Surat perintatr T\rgas sebagaimana
dimaksud ayat (3) dapat didelegasikan kepada unsur pimpinan lainnya.

(3)

{4)

6. Ketentuan Pasal 160 diubah, sehingga pasal

Pasal 16O

(1) Alat kelengkapan menyampaikan
dikonsultasikan ke Pimpinan DpRD.

160 berbunyl sebogai berikut :

pokok persoalan yang akan



{21 Pokok permasalahan sebagaimana dimaksud ayat (U yang disampaikan
oleh alat kelengkapan kepada Pimpinan DPRD harus ditandatangani
oleh ketua dan sekretaris alat kelengkapan.

(3) Atas pokok persoalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan
DPRD mempertimbangkan untuk persetujuan.

(4) Apabila pokok persoalan yang disampaikan alat kelengkapan tidak
disetujui Pimpinan DPRD, maka alat kelengkapan memperbaiki
sebagaimana arahan pimpinan DPRD.

(5) Hasil persetujuan Pimpinan DPRD ditindaklanjuti melalui surat resmi
DPRD kepada instansi yang menjadi tujuan konsultasi.

(6) Hasil persetujuan sebagai dimaksud pada ayat (5) berisi sebagai berikut :a. Tujuan;
b. JumLah hari;
c. Jumlah titik; dan
d. Pelaksanaan tidak tematik namun tentatif (sesai kebutuhan).

7. Ketentuan Pasal 161 diubah, sehingga Pasal 161 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 161

(U Kunjungan Kerja dapat dilakukan ke Kementerian, Provinsi Jawa Tengah
atau provinsi lainnya atau kabupaten/kota didalam wilayah provinsi
maupun diluar wilayah provinsi.

(21 Kunjungan kerja harus merancang sebagai berikut :

a. Tujuan;
b. Jumlah hari;
c. Jumlah titik; dan
e. Pelaksanaan tidak tematik namun tentatif (sesuai kebutuhan).

{3) Kur{ungan kerja dilakukan atas nama alat kelengkapan/gabungan alat
kelengkapan.

(41 Dikecualikan ketentuan ayat (2) kunjungan kerja dapat dilaksanakan
Pimpinan dan Anggota DPRD setelah mendapat persetujuan
Pimpinan DPRD.

(5) Kuqiungan Kerja ditetapkan dalam Rapat Bamus DPRD.

8. Pasal 153 dihapus.

oleh
dari



Pasal II

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupatenhembang.

Ditetapkan di Rembang 
^pada tanssat 3 k$Otb+ 2oLt

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TEN ANG,

REMBANG TAHUN 2A2I NOMOR 9 T

}lI{$o\,//b7

;(qfs
dfi

Diundangkan di Rembang
pada tansar I (X+c$nlDer 

"Wpt
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

BERITA D

IN

KABUPATEN


